BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN
PERANGKAT DESA DALAM KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat
Desa Dalam Kabupaten Bengkalis;

1

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);



5 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 12 Tahun 2007
- tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data‘
: Proﬁl Desa Dan Kelurahan, ‘

6. Peraturan’ Menten Dalam. Negen Nomor 114 Tahun 2014
' tentang ' Pedoman ~Pembangunan Desa (Berita Negara
- Republik Indonesm Tahun 2014 Nomor 2094),

7. Peraturan ‘Menteri - Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

tentang: Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

- Desa: (Berlta Negara Repubhk Indonesm Tahun 2016
Nomor 6), S S

MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN | 'BUPATI BENGKALIS TENTANG SUSUNAN
B ORGANISASI DAN TATA KERJA- PEMERINTAH DESA DAN
; PERANGKAT DESA DALAM KABUPATEN BENGKALIS.

‘BAB1I .
KETENTUAN UMUM '

Pasal 1

| Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan
1. Daerah ada.lah Kabupaten Bengkahs

2. Pemerlntah Daerah . adalah Bupati Bengkalls dan
: 'bPerangkat Daerah Kabupaten Bengkahs sebaga1 unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

. Bupati adalah Bupat1 Bengkahs
'.Camat adalah Camat dalam w11ayah Kabupaten Bengkahs

Desa atau dengan sebutan lain  adalah kesatuan
 masyarakat hukum yang memiliki batas Wllayah yang
berwenang - untuk mengatur - dan ‘mengurus - urusan
pemerintahan, kepentingan @ masyarakat setempat
‘berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam - sistem pemenntahan Negara Kesatuan Repubhk
lIndonesm

. 6. 'Pemerlntah Desa adalah Kepala Desa d1bantu Perangkat
- Desa sebaga; unsur penyelenggara pemenntahan Desa.

7. Kepala Desa adalah pe_]abat Pemerintah Desa yang
: mempunyai  wewenang; . tugas dan kewajiban wuntuk
. menyelenggarakan = rumah  tangga Desanya = dan
‘melaksanakan tugas dar1 Pemermtah dan Pemermtah
‘Daerah.

8. W1layah atau Dusun adalah bag1an w11ayah dalam Desa

" yang merupakan pelaksana : penyelenggaraan

Pemenntahan Desa.

9. Struktur Orgamsas1 dan Tata Ker_]a Pemermtahan Desa

adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan
‘tugas dan fungsi serta hubungan kerja

- 10. Han adalah hari kelja

W

o




'BABTI

STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

RO

(2)

@)

Baglan Kesatu o
Struktur Organlsa31

. _ Pasal 2 o
Pemermtah Desa adalah Kepala Desa . dibantu oleh

- Perangkat Desa

Perangkat Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
terdiri atas : : Sl s :
a. Sekretariat Desa; = -

b. Pelaksana Kew1layahan, dan

c. Pelaksana Teknis. _

Perangkat Desa sebagalmana d1maksud pada ayat (2)

, ,:berkedudukan sebaga1 unsur pembantu Kepala Desa.

“@

~Desa dan Perangkat Desa tercantum dalam lampiran yang

(1)

@

3)

Bagan struktur Orgamsam dan tata kerja Pemenntah"

merupakan baglan tldak terplsahkan dari Peraturan =

Bupat1 ini.

Pasal 3
Sekretanat Desa sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf a “dipimpin oleh Sekretans Desa dan = |

dibantu oleh unsur staf sekretariat. -
Sekretariat Desa sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

paling banyak terdiri atas ‘3 (tiga) urusan yaitu urusan

tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan
perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu
urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.

Masmg—rnasmg urusan sebagalrnana dlmaksud pada ayat

v (2) d1p1mp1n oleh Kepala Urusan .

(1)
‘Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu
‘Kepala Desa sebagai satuan - tugas kew;layahan yang

)

(3)

Pasal 4 ‘
Pelaksana Kewﬂayahan sebagannana ‘dimaksud dalam

w11ayah kerjanya mehputl 1 (satu) Dusun.

Jumlah unsur Pelaksana kewﬂayahan sebagalmana L :
~dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Dusun yang
pembentukannya d1tentukan secara proporsional antara
- pelaksana . kewilayahan = yang dibutuhkan dengan -

kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas
wilayah kerja, karakterlstlk geograﬁs _]umlah kepadatan
penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

Tugas kemlayahan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

. meliputi penyelenggaraan Pemerintahan = Desa,

pelaksanaan  pembangunan’ - Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa,k dan - pemberdayaan masyarakat

~ - Desa.




4

(4) Pelaksana Kew11ayahan sebagalmana dlmaksud dalam.
" Pasal 2 ayat (2) huruf b dalam Kabupaten Bengkalis: =

o dllaksanakan oleh Kepala Dusun.’

Pasal 5

(1) Pelaksana Teknis sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2°
- ayat (2) huruf.c merupakan unsur pembantu Kepala Desa 7
sebagai pelaksana tugas operas1ona1 ' R

| | (2').‘Pelaksana Teknis sebagalmana dlmaksud ‘pada ayat (1) Bl

' paling: banyak terdiri atas 3 (tlga) ‘seksi yaitu ' seksi
pemerintahan, seksi kese_]ahteraan dan seksi pelayanan, =
‘paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemenntahan,‘
- serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.

(3) Masmg—masmg seksi sebagaimana dlmaksud pada ayat (2)
: d1p1mp1n oleh Kepala Seks1 o . ,

Baglan Kedua [
'I‘ugas dan Fungs1 o

e Pasal 6 o :
(1) Kepala Desa berkedudukan sebaga1 Kepala Pemerintah

Desa yang memlmpm penyelenggaraan Pemermtahan' PP

Desa , L :
(2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerlntahan :

Desa; melaksanakan - pembangunan, - pembinaan
: kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

(3) vUntuk ‘melaksanakan - tugas sebagaimana dimaksud pada -
- ayat (2) Kepala Desa “memiliki fungs1—fung31 scbagal
“berikut: :

a) _‘menyelenggarakan Pemenntahan Desa, seperti tata

- praja. pememntahan, ; penetapan peraturan di Desa, -

‘pembinaan - masalah pertanahan, pembmaan_ ib
- ketentraman  dan - ketertiban, melakukan upaya

perlindungan = = - masyarakat, -~ administrasi

: kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah; _
b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan :

- sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan .

- f',bldang pendldlkan, kesehatan, '

| __rcy)lf pembmaan kemasyarakatan seper'a pelaksanaan hak -

- .dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat,
7‘s081a1 ‘budaya masyarakat keagamaan, dan
ketenagaker_]aan, ; ‘ :

d) 'pemberdayaan masyarakat, sepert1 tugas sosialisasi

- dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi,

~ politik, lingkungan “hidup, pemberdayaan keluarga S .

{lpemuda, olahraga, dan karang taruna;

¢) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga

o masyarakat dan lembaga 1a1nnya




(1)

| o

@)

Pasal 7

Sekretans Desa berkedudukan sebaga1 unsur plmplnan
Sekretanat Desa. ‘ e .

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam\ :,*;f "

bldang administrasi pemenntahan

Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud padav
ayat (2), Sekretaris Desa mempunya,l fungsi:

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan sepert1 tata

" naskah, adm1n1stras1 surat menyura_t arsip, -dan

o ;ekspedlsl, ; ‘ R R s 1
b Melaksanakan = urusan 71 umum  seperti penataan -

 administrasi perangkat Desa, penyedlaan prasarana

 perangkat Desa dan . kantor, penyiapan rapat,

- pengadministrasian aset 1nventansas1, peljalanan
‘dinas, dan pelayanan umum,

c) Melaksanakan urusan keuangan sepert1 pengurusan -
' ‘administrasi keuangan, ‘administrasi sumber-sumber
‘pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi
-~ keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa,

~ Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerlntahan | |

Desa lainnya;

o d) M elaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun

)
(2)

- ;

fungsi :

rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa,
_menginventarisir data-data = dalam_ rangka
pembangunan, melakukan momtonng dan evalua51
- program, serta penyusunan laporan : :

Pasal 8

Kepala : Urusan : bcrkedudukan ’rse‘bagai' bunsur ~staf
sekretanat SR :

Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam

‘urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan |

tugas-tugas pemermtahan
Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyal

. a) Kepala Urusan tata usaha dan umum mem111k1 fung51

seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti .

tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan
ekspedls1 dan penataan administrasi perangkat Desa,
‘penyed1aan prasarana perangkat desa dan kantor,
penylapan rapat, = pengadministrasian aset
~ inventarisasi, pexjalanan dinas, dan pelayanan umum;

v‘b)~ Kepala - Urusan keuangan mem111k1 fungsi sepert1 |
: melaksanakan urusan keuangan ‘seperti pengurusan -

- administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber
pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi
“keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa,
Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan -

- Desa lamnya, ; e ‘




)

Kepala Urusan’ peréncanaan  memiliki  fungsi
mengkoordmamkan ‘urusan  perencanaan seperti

, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja '
- Desa, meng1nventans1r ‘data-data. dalam rangka

L f pembangunan, _melakukan momtonng dan evaluasr{

(1) Kepala Seks1 berkedudukan sebaga1 unsur pelaksana . e

" (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Sek31 mempunya1 B e

o ‘program ‘serta penyusunan laporan

Pasal 9

teknls

(2) Kepala Sek81 bertugas membantu Kepala Desa sebagai - .
pelaksana tugas operasmnal

fungsx

a)

Kepéla Seks1 pemenntahan mempunya1 fungsi

- melaksanakan’ manajemen ‘tata praja pemerintahan,

W |
- .. kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam :

menyusun rancangan regulasi. Desa, pembinaan

masalah pertanahan pembinaan ketentraman dan

- ketertiban, . ‘ pelaksanaan = upaya - perlindungan

. masyarakat, = kependudukan, penataan dan
-+ pengelolaan’ wllayah serta pendataan dan pengelolaan '

- profil Desa;

b)-

Kepala - Seks1 kese_]ahteraan _ mempunyal fung31 ‘
' melaksanakan ‘ pembangunan - sarana = prasarana. -
pedesaan, pembangunan bidangl. : »pendidikan},;

~ kesehatan, dan tugas - sosialisasi _serta motivasi

masyarakat di bidang - budaya, ekonomi, politik,

lingkungan h1dup, pemberdayaan keluarga, pemuda, o

: olahraga, dan karang taruna;

Kepala Seksi pelayanan mem111k1 fungs1 melaksanakan
- penyuluhan dan motivasi: terhadap pelaksanaan hak
.- dan kewajiban masyarakat meningkatkan upaya |

' [part131pas1 masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya

" __masyarakat keagamaan, dan ketenagakerjaan

Pasal 10

Kepala Dusun berkedudukan sebagau unsur. satuan tugas |

‘ pelaksanaan tugas di w11ayahnya

@

Untuk melaksanakan tugas: sebaga.lmana d1rnaksud padaﬂ o

~ ayat (2) Kepala Dusun mem111k1 fungs1

a).

Pembmaan ‘ketentraman dan ketertlban, pelaksanaan"' :

-~ _upaya perlindungan = - masyarakat,  mobilitas
kependudukan, dan _ penataan dan _'pengelolaan :
- wilayah; - ’ - ‘

b
_f_Melaksa.nakan : pembmaan kemasyarakatan “dalam
~meningkatkan- kemampuan '~ dan - kesadaran

Mengawas1 pelaksanaan pembangunan di Wllayahnya, ’ |

masyarakat dalam menjaga 11ngkungannya




'd) Melakukan 'upayé-upayé' pemberdayaan masyarakat

~dalam  menunjang kelancaran penyelenggaraan -

pemermtahan dan pembangunan 5

‘ : BAB III - - ‘
PENETAPAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA' KERJA s
PEMERINTAH DESA '

Pasal 1 1

‘(>1) Susunan organ1sa81 ‘dan tata Kkerja pemenntah Desa
~ disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa yaitu
-Desa Swasembada Desa Swakarya ‘dan Desa Swadaya.

—: 2) K1a51ﬁka31 tingkat perkembangan Desa sebagaimana

_dlmaksud ‘pada _ ayat (1) d1tentukan berdasarkan‘, P

- peraturan perundang- undangan
i  (3) Susunan orgamsam dan tata kerja pemenntah Desa pada

masing-masing Desa sebagaimana. dlmaksud pada ayat (1) S

d1tetapkan dengan Peraturan Desa.

o (4) Peraturan Desa ‘sebagaimana dlmaksud pada ayat (3)‘ L
© disahkan setelah” terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh

Bupat1 sesua1 dengan peraturan yang berlaku.

ji 5)] ‘Pelaksanaan evalua31 sebagaimana dimaksud pada ayat. .

(4) dilimpahkan kepada Dlnas Pemberdayaan Masyarakat
v rdan Desa. ’ 3
Pasal 12

| (1) _Desa Swasembada Wa_]lb mem111k1 3 (tlga) urusan dan 3
: (t1ga) seksi. : :

(2 _Desa Swakarya dapat mem111k1 3 (tlga) urusan dan 3 (tiga) R

seksi. , o
- (3) Desa Swadaya memili_ki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

 BABIV

| TATA KERJA
Pasa113(-__‘k e ,
~Dalam - melaksanakan , tugasnya Kepala Desa
- bertanggungjawab - memimpin,”  mengkoordinasikan,

-~ memberikan' b1mb1ngan dan petunJuk bag1 pelaksanaan tugas

: Abawahannya

e BABVL o
KETENTUAN PERALIHAN
>~_ Pasal 14

; Susunan Orgamsas1 dan Tata Kerja Pemermtah Desa hanya
dapat  diubah apabila = terjadi ~ perubahan'  tingkat

perkembangan Desa dan Susunan Organ1sas1 dan Tata Kerja

| ‘Pemerintah Desa sebelumnya telah ber_]alan pahng kurang
" fselama 3 Tahun ~




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada Tanggal 22 Februari 2017

BUPATI BENGKALIS,

/

AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
Pada Tanggal 23 Februari 2017
Plt. SEKRETARIS RAH KABUPATEN BENGKALIS

H7 ARIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 11
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